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 BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah di 

uraikan singkat dalam bab sebelumnya,maka dalam hasil penelitian tersebut 

penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaaraan 

bermotor di Kota Luwuk yaitu, melakukan  pencegahan yang dilakukan 

berupa sosialisasi atau penyuluhan, Razia meliputih operasi rutin dan operasi 

khusus. Dengan penangkapan pelaku yang selanjutnya dilanjutkan dengan 

pengungkapan kasus melalui proses penyelidikan dan penyidikan. 

2. Kendala Yang Menghambat Pihak Kepolisian Dalam Menyelesaikan 

Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Luwuk 

Sebaimana yag diuraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan bahwa 

kendala yang menghambat pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus 

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, disebabkan oleh minimnya alat 

bukti, sulitnya melacak keberadaan barang bukti serta sulitnya melacak 

keberadaan para pelaku tindak pidana itu sendiri. 

5.2. Saran 

 Adapun saran yang dapat penulis sampaikan di akhir penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Bagi peneliti selanjutnya ada baiknya lebih memperdalam lagi pengkajian 

dalam hal yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian, khususnya 

pencurian kendaraan bermotor agar lebih jelas lagi guna menambah khasanah 

ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana. 

2. Sebaiknya para pembaca lebih jeli dalam memahami isi dari hasil penelitian 

ini agar dapat dijadikan referensi sebagai tambahan materi dalam 

mengembangkan penelitian-penelitian berikutnya, sehingga lebih baik lagi 

dari penelitian sebelumnya. 
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